
1. Un.dang-Undang Nomor 13 Tahnn 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam .Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban 

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasaJ 2 ayat (1) Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi 
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi 
Jabatan Aparatus Sipil Negara, maka setiap .instansi 
pemerintah harus menyusun kompetensi ASN; 

b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik 
cliperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi 
dan kualifikasi jabatan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan; 

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengisian jabatan 
kepada Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menyusun 
Standar Kompetensi Teknis; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud 
huruf a, huruf b dan huru! c maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Teknis Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah ; 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai- unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pernerin tahan. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalab Bupati. 
6. Standar Kompetensi Teknisyang selanjutnya disebut Standar Kompetensi 

Teknis adalab Persyaratan kcmpetensi teknis yang harus dimiliki dalam 
melaksanakan tugas jabatan. 

7 Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang 
dapat diamati, diukur dandike.mbangkan yang spesifik berkaitan dengan 
bidangteknis jabatan. 

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, 
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI JEPARA '.I'ENTANG STANDAR KOMPETENSI 
TEKNIS KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Apararur Sipil Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi 
Teknis Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Susunan Peran_gka.t Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14) 

2 



Untuk memperoleb data atau informasi yang menunjukkan kompetensi pemegang 
jabatan atau calon pemegang jabatan dilakukan pengukuran kornpetensi. 

Pasal 5 

BAB rv 
PENGUKURAN KOMPETENSI 

Standar Kompetensi Teknis di Lingkungan Pernerintah Daerab sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

BAB TIT 
STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalab : 
a. memberikan informasi kebutuhan setiap kompetensi jabatan struktural sesuai 

kewenangan, beban tugas dan tanggung jawab organisasi; 
b. meningkatkan objektifitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengangkatan 

dalam jabata:n struktural; dan 
c. meningkatkan kualitas pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan kompetensi 

organisasi. 

Pasal 3 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah. sebagai pedoman dalam 
optimalisasi pengelolaan sumber daya PNSD dalam kualifikasi jabatan struktural 
berbasis kompetensi. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSOD DAN TUJUAN 

9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
ta.nggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin 
suatu satuan kerja crganisasi Negara. 

10. Pejabat Struktural adalah jabatan eselon n setara dengan jabatan pimpinan 
tinggi pratama, jabatan eselon l1J setara dengan jabatan administrator, dan 
jabatan eselon N setara dengan jabatan pengawas. 

11. lkhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam 
bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. 

12. Oraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan 
yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi basil kerja dalam kondisi tertentu. 

13. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama 
kompetensi, definisi .kompetensi, deskripsi untuk setiap level 
kecakapan/kompetensi yang disusun. 



BEJRITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR .. 4J. 

EDY SUJATMIKO 

• 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

~~ • 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 12 September 2019 

DIA KRISTI DI 

Pit. BUPATr JEPARA 
W BUPATI, 

Ditetapkan diJepara, 
pada tanggal 12 September 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinrabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita.Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PasaJ 8 

Hasil pengukuran kompetensi digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Penilai 
Xinerja. 

Pasal 7 

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang 
dapat diarnati, diukur dandikembangkan yang spesifik berkaitan dengan 
bidangteknis jabatan. 

Pasal 6 
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Df. KR1ST1ANDI 

Pit. BUPATI JEPARA 
W.-.., ... 

No. Komponen Kompeten•i PeQjclaaaa 
1 Kode Unit Kompetensi 

2 Judul Unit Kompetensi melaksanakan tu gas kedinasan lain yang diberilcar 
10leb atasan 

Unit kompctensi ini mengidentilikasi pengelabuan, 
3 Jaraian Unit Kompetensi keterampilan, sikap danperilaku yang diperlukan 

folam melakaanakan tu gas kedinasan lain yan1 
:tiberikan oleh atasan 

Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkai 
4 Ruang Lingkup dengan melaksanakan tu gas kedinasan Jain yan1 

ldlberikan oleh atasan 

Pe11&etsbo•o : menguasai teeri, proscdur dan teJmi 
mclsksanakan tu gas kedinasan lain yang diberikan 

10leb atasan 

5 Penduan Penilaian KeterampilaJl : melaksana.kan tugas kedinasan lair 
oang diberlkan oleh atasan 

Kondlal Pengajlan : wawancara, cbservaal, prektek d 
~mpat kerja/ 'l'empatUji Kompetensi atau tempat lain 
vang discpakati. 

6 tt;Jemen Kompetensi 7. Kriteria Uojuk Kerja 
I Menerlma tugas kedinasan I Menerima tugaa kedinasan lainnya, 

llainn= nilA1'sanakan. 
2 Mempclajaritugas 2 Mempelajari tu gas kedinasan lainnya, 

ll<Cdinasanlainnva_ dilaksanakan 
3 Melaksanakan tugas 3 ~elaksanakan tugas kedinasan lainnya, 

kedinasanlainnva dilaksanakan. 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 


